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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA^IA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU T,AHIR DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

a. bahwa upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir dan Anak adalah usaha yang perlu dilakukan
guna melahirkan generasi masa depan yang sehat,
cerdas dan berkualitas;

b. bahwa Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak
adalah salah satu indikator utama pencapaian derajat
kesehatan suatu daerah serta
keberhasilan pembangunan kesehatan nasional;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan
Anak, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu,
Bayi Baru Lahir dan Anak.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lmbaxan Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Anak Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor t0g, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 297,
kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan I(abupaten Toraja Utara di hovinsi
Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2W tentang
Publik Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O63);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (I"embaxan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)

telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Daerah
(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol2 terrtang

Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5g, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2Ol4 tentang
Kesehatan Reproduksi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 169, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O12 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran
Republik Indonesia Tahua 2Ol2 Nomor 193);

Negara
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12. Feraturan Pnesiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Ferbaikan Gizi (trmbaxan Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 825);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2OL4
tentang IGsehatan Masa Sebelum
Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah

serta Felayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

15. Peraturan Daerah Kabupa.ten Torag'a Utara Nomor 17
Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelayanan Publik (lembaran Daerah Kabupa.ten Toraja
Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Icmbaran
Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nornor 39);

16. Peraturan Daerah Ihbupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangt<at Daerah Daerah l(abupaten
Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 4,
lembaran Daerah Kabupa.ten Toraja Utara
Nomor 6l).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RAIffAT DAERAH

KABUPATEN TORAIA UTARA

dan

BUPATI TORA.IA UTARA

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI
BARU I,AHIR DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tuga.s pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasrrya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangarr daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah kmbaga Perwakilan Ralryat

Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa.ti dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spritual rnaupun sosial yang memunglinkan
setiap orang untuk hidup p'roduktif secara sosial dan
ekonomis.

8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara te4>adu,

terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara

dan meningkatkan deqjat kesehatan masyaxal€t
dalam bentuk pencegatran penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh perrerintah dan/atau masyarakat.

9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih
memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang

ddam keadaan hamil, bersalin, nifias, dan menyusui.
10. Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang

selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program
yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil,
ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi
kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir,
dengan komplikasi, bayi dan Anak.

ll.Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat
dengan KIA adalah suatu program yang meliputi
pel,ayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin,
ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga
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berencana, bayr baru lahir, bayi baru lahir dengan

komplikasi, bayr, anak, remaja dan kesejahteraan

lanjut usia.
12. Bayi Baru Lahir adalah anak umur O (no$ sampai

dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

13. Bayi adatah anak mulai umur O (nol} hari sampai

dengan 11 (sebelas) bulan.
14. Anak Bawatr Lima Tahun yang sel,anjutnya disebut

Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan

sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

15. Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.
16. Pel,ayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Latrir, Bayi, dan

Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan

memfokuskan pada intenrensi yang terbukti secara

ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian

Ibu serta meninglatkan kesehatam ibu dan anak
balita.

17. Tenaga kesehatan adalatl setiap onang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayr, dan Anak adalah alat dan /atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya peLayanan

KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif, maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintatr Daerah
dan/atau masyarakat.

19. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalatr
cairan hasil selmesi kelenjar payudara ibu.

20. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI
Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayr sejak
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan
atau minuman lain.

21. Badan usaha adalah kantor dan atau perusahaan baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum yang mempekerjakan kaum penempuan
termasuk ibu hamil dan men5rusui.

22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
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menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan penrorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derqiat kesehatan
masyarakat yang paling tinggi di wilayah kerjanya.

23. Susu formula bayi adalah susu yang diproduksi oleh
industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan
bayr.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan KIBBI"A berasaskan:
a. asas keadilan;
b. asas non diskriminasi;
c. asas manfaat;
d. asas kemanusiaan;
e. asas keseimbangan; dan
f. asas perlindungan.

Bagian Kedua
T[juan

Pasat 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di

Lingkungan pemerintah Daerah;
b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumber

daya KIBBI"A secara komprehensif, efektif dan efisien;
c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi lbu, Bayr Barr Lahir
dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk
masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin,
perempuan da, anak korba. kekerasan, dan anak
berkebutuhan khusus;

d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seruruh
pemangku kepentingan (stnlcetwlderc), organisasi
profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam
sistem kesehatan ibu dan anak;
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e. terwujudnya derajat KIBBLA seba8+i investasi bagi
pem sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan
dengan pendekatan asuhan berkel,anjutan (a ntiruatm
of mrc);dan

f. tercapa.:inya target penurunan angka kematian ibu dan
angka kematian bayi sesuai dengan Rencana

Jangka Menengah Daerah, Rencana
Jangka Menengah Nasional Bidang

Kesehatan, standar &rstqinable Deuelopmart Cr@ls,

BAB III
RUANG LTNGKUP

Fasal 4

Ruang lingkup pengaturan KIBBLA meliputi:
a. jaminan
b. hakdan

pelayanan KIBBI,A;

c. perlindungan dan penyelenggaraan KIBBI"A;
d. sumber daya kesehatan;
e. pembinaan, pengawasan dan

peran serta masyarakat dan badan usaha;
koordinasi kesehatan; dan

BAB IV
JAMINAN PEI.AYANAN KIBBI.A

Pasal 5

f.

s.
h.

Pemerintah Daerah
KIBBLA dengan:
a.

alokasi dana
ketersediaan
dan sumber

kesinambungan
manusia serta

jaminan

dan
daya

kebijakan yang mendukung peningfutan kesehatan
KIBBI,A;

b. melakukan koordinasi internal dan ekstemal;
c. memliasilitasi peningftatan pemberdayaan keluarga

dan masyaral<at melalui buku KIA dan kegiatan di
tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu
dan anak;
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d. memfasilitasi dan
pelayanan KIBBI,A yang terjangftau, efektif dan

secara berjenjang dan berkelanjutan
sesuai siklus hidup manusia dan fasililas pelayanan
kesehatan termasuk kesehatan

e. seluruh Rumah Sakit dan puskesmas

dalam mengembangfun kebljaf<an untuk keselamatan
dan KIBBLA serta menjamin ketersediaan biaya
operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan
pnasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai
standar;

f. mengupa.yakan ketersediaan dan distribusi tenaga
kesehatan bagi pelayanan KIBBL,A yang berkompeten
di liasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di
seluruh Daerah;

g. mengupa,yakan

integrasi data pada fasilitas
kesehatan primer, sekunder dan tersier;

h. menjamin keterjanglauan pelayanan KIA hqgi seluruh
penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan
Nasional dan sumber daya lain yang mendukung;

supervisi fasilitatif dan menjaminl.

dan

kualitas

dan

tindak lanjutnya untuk
pelayanan KIA secara berkala;

j. melakukan penencanaan dan penganggaran pelayanan
KIBBI"A secara efektif, efisien,
akuntabel;

k. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
l. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA

baik melalui skema sistem jaminan rnaupun melalui
penganggaran program; dan

m, memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi
semua ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan
nifas.

Pasaf 6

(l) Setiap Tenaga Kesehatan yang bertugas di Daerah
dengan tingkat kesulitan aksee yang tinggi berhak
memperoleh insentif tambahan.
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(2) Ketentuan lebih l,anjut mengenai insentif tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWA.IIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

Setiap Ibu berhak:
asuhan

asuhan

a.

anak, asuhan
asuhan keluarga
kehamilan, nifas

asuhan klinis
bayr baru Lahir
asuhan kesehatan

selama
menyusui melalui

klinis
dan
anak,
masa

dan
dan

b

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar
minimal termasuk

penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat
serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit
penyerta kehamilan oleh tenaga kesehatan yang

oleh tenega kesehatan yang di
fasilitas
standar;

kesehatan yang memenuhi

mendapa.tkan komunikasi, informasi dan edukasi
terkait dengan perawatan selama masa prahamil,
kehamilan, nifas dan dan perawatan
bayi baru lahir meliputi Inisiasi Menyusui Dini,
ASI Ekslusif, Keluarga Elerencana,

lainnya termasuk upaya
penulaxan lhtmott Immtnadefuieru.g Vaus/Aquired
Immundeftcienr.g Syndmme (HIV/AIDS) dari ibu ke

c

anak; dan
d. menolak terhadap susu formula bayi

dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
mengfuambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI;

intervensi Pemberian Makanan
Tambahan (PMI) pemulihan bagi ibu hamil Kurang
Energi Iftonis (KEK); dan
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f. memperoleh akses petugas dan transportasi bagi ibu
hamil untuk bersalin di fasittas pelayanan kesehatan
(fasyankes).

Pasal 8

(l) Setiap Bayi Baru Lahir berhak:
a. ditolong oleh tenqg4 kesehatan

berkompeten di fasititas pelayanan kesehatan yang
memberikan pertolongan kelahiran;

b. mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai
standar yang bertqiuan untuk kel;angsungan dan
kualitas hidupnya;

c. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai
standar untuk kelangsungan dan kualitas
hidupnya;

d. mendapa.tkan pelayanan rawat gabung;
e. mendapatlan pelayanan kesehatan melalui

kunjungan neonatal sesuai standar pa.ling sedikit
3 (tiga) kali;

f. mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir,
paling sedikit Skrintug llipotirod Konginitat (SHKI,
pel,ayanan Oto Awu.stic Emissrlon (OAE) dan
Stimulasi Dini Deteksi T[rmbuh Kembang Anak
(SDTDTX);

g. mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
h. mendapa.tkan ASI Eksklusif;
i. tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku

KIA;
j. pelayanan rujukan berkualitas; dan
k. mendapa.tkan pembiayaan perawatan bayi dari

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal ada indikasi medis, ibu tidak ada
atau ibu terpisah daxi bayr, maka bayi
diperkenankan tidak mendapa.tkan hal* sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 9

Setiap Bayi berhak mendapa.tkan:
a. ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
b. asupan grd sesuai kebutuhan melalui makanan
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f.

ASI setelah usia 6 (enam) bulan;
c. imunisasi dasar lengftap;
d. kesempatan hidup, tumbuh dan

secara wajar sesuai dengan harkat dan

e.

martabat kemanusiaan serta mendapa.t perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi;
pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi
Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit pada
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta
asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah
sakit rujukan;

yang bersih dan aman dari bahan yang
merugikan kesehatan dan kesel,amatan; dan

g. pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau
anak berkebutuhan khusus dan anak dengan masafah
sosial.

Pasal fO

Setiap Anak berhak atas:

dan

kapsul vitamin A;
melalui posyandu;

pelayanan sesuai standar Manajemen Terpa.du Balita
Sakit;
mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
imunisasi b@ster.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

a.

b.

c.

d.

e.

f.

IbuSetiap

a.

b.

melaksanakan imunisasi sebagai calon pengantin;

c. melakukan
kesehatan;

sedikit 4 (empa.t) kali di
kehamilan paling
fasilitas pelayanan

di fasilitas

rnasa nifas paling

sedikit 3 (rige) kali di fasilitas
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e. melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
f. memberikan kolostrum dan ASI Eksklusif;
g. memba$/a bayinya ke fasilitas Pelayanan Kesehatan

untuk mendapatkan imunisasi dasar lengftap; dan
h. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi

kepada bayi dan balita sesuai dengan aqiuran tenaga
keseh,atan.

Pasal 12

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban:
a. memberikan pelayanan ibu dan anak sesuai standar

pelayanan kesehatan;

b. memberikan pelayanan kesehatan dengan

mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetanaan,

keselamatan dan

anak;

terhadap ibu dan

sesuai dengan

ilmu penggtahuan dan teknologi terkait

secara berkelanj utan;
d. memberikan informasi terbuka program KIBBLA

kepada seluruh kepada

kelompok masyarakat miskin dan masyaral<at di
wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir;
melaporkan setiap kematian ibu, melakukan Audit

serta

menglomunikasikan dengan pemanglu kepentingan

terkait;
f. memberikan pelayanan KIA dalam keadaan darurat

tanpa. memperhatikan kemampuan bayarnya;

g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk

catatan medis, buku KIA termasuk gratrk persalinan

atau partograf;

c.

h.

Maternal Perinatal (AMP),

dan
sistem manual rujukan maternal

perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum
daerah kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal f3

Setiap badan usaha berkewajiban:

a. memberikan tingt<ungan yang bersih dari bahan yang

merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak;
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b, mengalokasikan anggaran untuk mermbantu biaya
persalinan;

c. menydiakan fasilitas untuk menyusui atau memerah
ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan berupa
pojok ASI; dan

d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi
ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nilias.

Pasal 14

Setiap keluarga berkewajiban:
a. mengurangi beban kerja ibu hamil dalam urusan

rumah tangga;
b. keluarga/suami wajib membikan rasa aman dan

nyaman pa.da ibu hamit dan
c. suami wajib antar jaga (suami SIAGA) bagi ibu yang

akan melahirkan.

BAB VI
PERUNDU NGAN DAN PENYEI,ENGGARAAN

PELAYANAN KIBBI,A

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan KIBBLA

yang standar, merata, dan te{angkau secara promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan
derajat KIA.

Bagian l(edua
Ferlindungan

Paragraf I
Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

(1) Setiap perempuan usia subur yang akan menikah
mendapa.tkan perrreriksaan, komunikasi, infonnasi
dan edukasi kesehatan reproduksi.

(2) Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah
memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang
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tidak diinginkan dan penanganan komplikasi
keguguran.

(3) Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak
ditolong oleh tenega kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di
fasilitas pelayanan kesehatan.

(4) Setiap penempuan yang mengalami komplikasi
kebidanan berhak atas pelayanan kesehatan dan
rujukan sesuai standar.

Paragraf 2
Kesehatan Ibu

Pasal 17

(1) Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan repncduksi sesuai standar.

(2) Seti"n ibu mendapatkan perlindungan atas haknya
dalam memberikan ASI Ekslusif untuk bayinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan
Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur datam
Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Anak

Pasal 18

Setiap Anak difasilitasi untuk mendapatlan perlindungan
atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang dan tidak
mendapatkan kekerasan.

Bagian Kedua
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Setiap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak difasilitasi untuk
mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:
a. informasi kesehatan;
b. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
c. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan

kompeten; dan
d. sarana pelayanan, obat dan perbekal,an kesehatan.
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Pasal 20

Pelayanan kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan
Masyaral<at.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 21

(1) Jenis KIBBT,A oleh
Pemerintah, smrasta dan masyarakat
yang terdiri atas pelayanan promotif,
dan rehabilitatif.

(2) Tingkat pelayanan terdiri atas:

secara paripurna
preventif, kuratif

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FIfTfl; dan
b. Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan FIffU.

Bagian
Sistem

Pasal 22

(1) Fasilitas Kesehatan Ttngkat pertama (FKTp) yang
merujuk bertanggung jawab standar
pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang

(2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTfl harus
pelayanan stabilisasi pra rujul<an.

(3) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab
memenuhi standar sesuai ketentuan

(a) Setiap tenaga kesehatan menjalankan sistem rujukan
dalam pelayanan KIBBLA.

BAB VII
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
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KIBBLA \rajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan kualifrkasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau
swasta.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter
spesialis anak dan dokter spesialis obstetri
dan ginekologi dalam penanganan KIBBI"A
pada liasilitas pelayanan kesehatan rujukan
pemerintah.

(2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena
alasan yang dapat dibenarkan hukum, pemerintatr

Daerah dapat menunjuk dokter pengganti
sementara waktu baik dari dalam maupun luar
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25

(1) Pemerintatr Daeratr menjamin kesejahteraan terr,.gi"
kesehatan berdasarkan tingkat tanggung jawab
dan profesionalitasnya sesuai dengan kemampuan
daerah.

{21 Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di

daerah terpencil dan sangat terpencil; dan
b. fasilitas alat translrcrtasi kendaraan roda dua

(motor) dan tempat tinggal.
(3) Penentuan Lembang terpencil dan Lembang sangat

terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Setiap tenaga kesehatan dilarang:
a. menelantarkan ibu, bayi baru tahir dan anak yang

membutuhkan pelayanan kesehatan;
b. menglralangi program pemberian ASI Ekslusif atau
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donor ASI; dan
c. mempromosikan atau menjual susu formula bayr

dan/atau produk makarran bayr lainnya yang
menglrambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI.

Bagan Kedua
Fasilitas Pel,ayanan Kesehatan

Pasal27

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki
kualifikasi dan standar yang ditetapkan datam
keGntuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah wajib meningfuatt<an fasilitas
pelayanan kesehatan.

Pasal 28

(U Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan
dilarang:
a. meminta uang jaminan di muka kepada keluarga

sebelum memberikan peLayanan KIBBLA;
b. memberikan susu formula bayi dan /atau produk

bayr lainnya yang dapat mengfuambat program
pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI kepada
ibu Bayi dan/atau keluarganya; dan

c. menerima dan/atau mempromosikan susu
formula bayr dan/atau produk bayr lainnya
yang dapat menglrambat program pemberian ASI
Eksklusif.

(21 Pemberian susu formula kepada bayi baru lahir dapat
diberikan kepada bayr yang ibunya mengalami
gangguan penyakit dan meninggat dunia pada saat
melatrirkan.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat
menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayr
baru lahir da, anak setel,ah memberikan bantuan
darurat.

(4) Biaya pelayanan KIBBII\ yang berasal dari keluarga
tidak mampu dapat dibiayai melarui sistem jaminan
asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;b. fasilitasi dan konsultasi tef*is pelayanan;
:. morutonng dan evaluasi;
d. koordinasi pelayanan; dane. pembinaan dukun melalui kennitraan bidandukun sesuai fungsinya.

pasal 3O

Pemerintah Daerah
kesehatan melalui:

Pemerintah Daerah
terhadap:

melakukan pembinaan tenaga

dan

a. penyelengg:rraan pelayanan kesehatan;b. standar kinerja d"" p.rifrf." tenaga pelayanankesehatan;
c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dand' standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

pasal 3l

(1) setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan
KIBBI"a meraporkan peraksanaa; rcfrt ov" setiapbulan.

(2) I"aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melarui perangkat Daerahyang menangani urusan pemerintahan di Bidang
Kesehatan.

melakukan pengawasan KIBBLq,

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok dapat

berperan serta aktif dalam:
a. kegawatdartrratan KIBBLA melalui penyediaan bank

darah, transportasi dan lain-lain dalam gerakan

b. ;:ITLH dan pelaporan tentang keham,ran,
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persalinan, kelahiran, kematian, keluarga berencana,
tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak
Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis
masyarakat lainnya; dan
sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru
lahir, bayr dan anak balita serta Keluarga
Berencana.

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam KIBBLA antara lain:
a. memberikan kesempatan hidup untuk tumbuh dan

berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan ha*at dan martabat kerrnamusiann;

menjalankan pola asuh dan makanan ber.g:zi;
d. alrtif memantau pertumbuhan dan perkembangan;
e. memberikan linglungan yang bersih dari bahan yang

merugikan kesehatan dan keselamatan;

b.
c.

f.
nyaman serta perlindungan dari

rasa arnan dan
kekerasan dan

g. melaporkan peristiwa kematian keeada organisasi
perangkat
kesehatan;

daerah yang

khusus kepada ibu hamil yang
terdeteksi memiliki resiko tinggi; dan

dan tenaga kesehatan
untuk program Kesehatan
termasuk segala bentuk upa,ya upa.ya kesehatan
bersumber daya masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Badan Usaha

Pasal 34

bidang

h

i.

Setiep Badan Usaha nonpelayanan
serta aktif dalam perlindungan dan
melalui:
a. perlindungan

memenuhi hak

kesehatan berperan

tenaga kerja dalam
kesehatan reproduksi sesuai ketentuan

b. dan
anak dalam

dan

ibu, bayi barulahir dan

kesehatan ibu, bayr
c

baru lahir dan anak sesuai dengan standar.
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(1)

BAB X
KOORDINASI PEI,AYANAN KESEHATAN

Pasal 35

Daerah dalam usaha
dan kesehatan ibu

dan anak dibantu oleh Tim Audit tvlaternal
Ferinatal.

(2) Koordinasi pelayanan KIBBIII dilaksanakan secara
lintas sektor dan antar instansi terkait.

(3) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pa.da
ayatl2l dilaksanakan dalam upaya:

usaha kesehatan sekolah,
anak khusus, dan

penggunaan Buku KIA; dan
pemberdayaan masyara.kat di bidang kesehatan
khususnya KIBBLA.

(4) Koordinasi antar instansi terkait
dimaksud pada ayat (21 dalam

perlindungan perempuan dan anak dalam
perlindungan korban kekerasan perempuan
dan korban kekerasan terhadap anak.

BABXI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelayanan KIBBLA bersumber dari:

a.

b

a. Anggaran
b. Anggaran

Pendapa.tan dan Belanja Negara (ApBN);
dan Belanja Daerah (AptsD)

Povinsi Sulawesi Selatan;
c. Angaran Fendapa.tan dan Belanja Daerah
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(APtsD); dan

BAB)(II
SANKSI ADMINITRASI

Pasal 37

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan
sanksi administrasif berupa :
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a. t€gumn lisan;
b. tfguran tertulie;
c. penuttrpan semerrtara; dan
d. penca.butarr izin operasionat.

BAB XITI
KETENTUAN PENUTUP

Pesal 38

Peraturan Daffah ini
diundanglan.

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan
pengundangan Pemafirnan Daemah ini dengan
penempatalnya dalam lrrnberan Daeratr l(abupaten
Toraja Utara

DiteEpkan di Rant€pao
pada tanggal 4 Oktober 2Ot9

TORA'A UTARA,

PAEMBONAN
Diundangfian di Rantepao
pada tangal4 Olilober 2Ol9

DAERAH
TORA.IA UTARA,

I

BARE

LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN TCIRAIA UTARA TAHUN 2OL9 NOITIOR 12.

NOREG PERAII.}RAI{ DAERAI{ XABTJPATE}{ I'ORAIA I.ITARA PROVINSI
SUI,AWESI $EIATAI{ T{OMOR B.HILIIATI. 12. r E4. 19.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.'A UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

I. UMUM

Guna meningkatkan pelayanan kesehatsn masyaral<at terutana
dalam pel,ayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak, perlu
digadskan kebijakan melalui peninglatan kuditas ten4ga kesehatan,
pemenuhan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan
sarana prasarana kesehatan. HaI ini merupakan konsekuensi
dari posisi ibu dan anak sebagai bagian dari warga negara
yang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan sebagai bagian
hak konstitusional yang diiamin Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat
diarahl<an melalui kebljakan untuk menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angfta Kematian Anak (AKA) yang banyak
disebabkan ka.rena pendarahan, eklamsia, infeksi yang umumnya
Keadaan ini seringkali diperburuk oleh keterlambatan yang terjadi
dalam mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan,
terlambat sampai fasilitas rujulran, dan terlambat mendapa.t
penanganan di tempat rujukan.

Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan kesehatan
bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak perlu ditingkatkan
sehingga dapa.t dicapai derajad kesetratan masyarakat yang

optimal. I^angkah tersebut perlu didukung melalui pembentukan
Peraturan Daerah tentang Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir, dan
Anak sebagai pedoman kebiiakan yang terarah, sistematis,
dan terkontrol dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.



Pasal 2

Pasal 3

Huruf d

Huruf e

Negara.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf a

Yang dimakcud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
setiap kegiatan KIBBL,A harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa
kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas non dislaiminasi" adalah
bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan
sikap yang tidak membedakan suku, agarna, ras, dan
antar golongan.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "asas
bahwa penyelenggaraan KIBBLA
manfaat sebesar besarnya
manusia.

manfaaf adatah
dapat memberikan
bagi kepentingan

Yang dimaksud 'asas kemanusiaan" bahwa setiap
penyelenggaraan KIBLL-A, harus mencerminkan
perlindungan dan penglrorrratan hak asasi manusia serta
harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk
Indonesia sacara proporsional.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah
bahwa setiap penyelenggaraan KIBBIA harus
mencerminkan keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan, adalah bahwa
setiap pelayanan KIBBL,A harus mencerminkan sikap
pada pemenuhan hak setiap warga negara pelayanan
kesehatan sebagai hak dasar manusia.

Pasal 4

Cukup Jelas.
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Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Hurufa

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jel,as.

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "asuhan antenatal, adalah
asuhan yang diberikan kepada ibu hamil sejak konsepsi
hingga awal persalinan.

- Yang dimaksud dengan "penggbatan" adalah tindakan
pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepa.da pasien
sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang
sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang
sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya
dan kebanyakan masyarakat,

- Yang dimaksud dengan "adekuaf adatah pelayanan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih
di fasilitas yang standar sesuai
dengan standar
kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak
Balita.

Pasal 8

Cukup Jel,as.
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Huruf b

Huruf c

CukupJelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Hurufj

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf a

CukupJelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Yang rtirneksud dengan "pelayanan neonatal" adalatt
pelayanan yang digunakan untuk penunjang kesehatan
bayi yang baru lahir meliputi perwatan tali pusar dan
perawatan pasca lahir, pencegahan hiportemia, men5rusui
bayi secara dini dan eksklusif.

Pasal 9
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Huruf d

Cukup JeLas.

Huruf e

Huruf f

Cukup Jel,as.

Huruf g

Cukup Jelas.

Cukup JeLas.

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "Manajemen Terpadu Bayr
Muda" adalah suatu pendekatan terpadu dalam
tatalaksana bayi umur 1 (hari) sampai dengan 2 (dua)
bulan, baik yang sehat rraupun yang sakit, baik
yang datang ke liasilitas rawat jalan maupun yang
dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan
neonatal.

- Yang dimaksud dengan "Manqiemen Terpadu
Balita Sakit" yang seLanjutnya disingkat MIBS
addah suahr pendekatan terpadu dalam tarta
laksana balita sakit yang datang berobat ke
fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar
yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit
pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga,
malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang
meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling
pemberian makan yang bertqiuan untuk menurunkan
angka kematian bayi dan anak balita dan menekan
morbiditas karena penyakit tersebut.

Pasal 1O

Pasal 11

Pasal 12

Yang dimaksud "kesehatan komunitas" adalah gabungan
ketrampilan ilmu kesehatan masyaxakat dan bantuan
sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat
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guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi
sosial, perbaikan lingfuungan fisik, rehabilitasi,
pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar,
ditujukan kepada individu dan keluarga yang mempunyai
masalah untuk mempengaruhi kesehatan masya-rakat
secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.
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Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 2O

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jel,as.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jel,as.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perayana, obsteri Neonatat
Emergency Dasar, adalatr pelayanan untuk
menanggulang kasus-kasus kegawat daruratan
obstebi (kebidanan) dan bayr yutg meliputi segi
pelayanan Obsteri dan Bayi.

Yang dimaksud denga, opelayanan obsteri Neonatal
Emergency Komprehensif" adarah kegiatan disamping
nlampu melaksanakan seluruh pelayanan pelayanan
Obsteri Neonatal Emergency Dasar, di Rumah Sakit
Daerah untuk aspek obstetri, ditambah dengan
melakukan transfirsi dan bedah sesar, sedangkan
untuk aspek bayr ditambah dengan mel,aksanal<an
perawatan bayi dengan perawatan bayi untuk
aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency
setiap saat.
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Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud "Tim Audit perinatal, adalah tim yang
melakukan kegiatan pengkajian atau penelaan kasus
kesakitan dan kematian ibu dan perinataf serta
penatalasanaannya secara menyeluruh.

Ayat(21

Cukup Jetras.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan
Masyarakat" adalah upaya mengembanglan
kemampuan, kemandirian dan peran 

"kttfmasyaxakat dalam pembangunan, agar secara
bertahap masyarakat dapa.t bertahap membangun
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dfui dan linglungannya secara mandiri dengan
menciptakan demokratisasi, transparansi dan
akuntabilitasi dalam pi:ngelolaan pemhngunan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jetras.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA'A UTARA NOMOR 109.
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